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NAMA SOP

Pengadaan Langsung Barang/Jasa

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tate Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang|1. Pejabat Pengadaan dan PPK
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah|memiliki sertifikat pengadaan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden|barang dan jasa

Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 106 Tahupn 2007 tentang Lembaga

2. Minimal S1 atau D il

2. SOP Sub Bagian Hukum

3. SOP Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
4. SOP Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

5. PSO Sub Bagian Perencanaan

6. PSO Sub Bagian Data dan Informasi

7. PSO Sub Bagian SDM

Penyedia
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. 8OP Sub Bagian Teknis Penyelenggara 1. Komputer

Pemilu 2. Alat Tulis Kantor

3. Buku Administrasi Pengadaan

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

barang dan jasa berikutnya akan tertunda

Apabila PSO ini terlambat dilaksanakan, maka pengadaan

Sub Bagian Umum & Logistik




Flowchart Prosedur Standar Operasional
Pengadaan Langsung Barang dan Jasa
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PENGESAHAN

. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana struktur
organisasi yang telah ditetapkan.

. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama
pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.

. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan
Standar Operasional Prosedur ini batal.

. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 6 Januari 2025

Sekretaris,

Irzal Zamzami



